PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 389 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120
TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka tertib administrasi laporan keuangan di

Mengingat

—

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tclah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120
Tahun 2016 tentang Kcebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan
perkembangan keadaan maka Peraturan Gubernur tersebut
perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-

daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,




Menetapkan

Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5165);

. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN
2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 120) diubah

sebagai berikut:

1. Kctentuan Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Kas Dan Sctara Kas diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;




2. Ketentuan Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Persediaan diubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

3. Ketentuan Lampiran X Kebijakan Akuntansi Aset Telap Daerah diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

4, Ketentuan Lampiran XII Kcbijakan Akuntansi Aset Lainnya diubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

5. Ketentuan Lampiran XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban diubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur Jawa Tecngah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR &9




LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN
2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI
Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeritah
daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta
mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari

tanggal perolehannya yang dikelola oleh dan SKPD.

B. JENIS-JENIS

Dilihat dari bentuknya maka Kas dan Setara Kas dibagi dalam 3 klasifikasi

besar yaitu:

1.Kas.
Alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas
meliputi  seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
(UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan
hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di
bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang
bersumber dari Pendapatan-LO.

2.Saldo Simpanan di Bank.
adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat
dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

3.Setara Kas.
adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang
siap dicairkan menjadi kas, bcbas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau
kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi

deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.




Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah dapat dibagi menjadi

dua, yaitu:

1

Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD):

a) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening
kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung
seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

b) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendck lainnya

yang sangat likuid.

. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD.

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan

pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari:

a) Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di
SKPD berwenang sesuai peraturan perundang - undangan yang
berada di brankas atau di rekening bendahara penerimaan. Termasuk
kas di bendahara penerimaan adalah deposit/uang titipan pihak
ketiga dalam transaksi financial technology.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran yang harus dipertanggung-jawabkan dalam
rangka pclaksanaan pengeluaran SKPD yang berada di brankas atau
di rekening bendahara pengeluaran.

c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD)
Kas di BLUD adalah saldo kas pada SKPD yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan.
Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada
rekening di bank olch bendahara pencrimaan atau bendahara
pengeluaran.
1) Kas di Bendahara BLUD

Rekening ini  digunakan untuk menampung kas yang
dipergunakan dari kegiatan operasional sehari-hari BLUD baik

untuk penerimaan kas maupun pengeluaran kas.



2) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD
Rekening Pengelolaan Kas adalah rekening lainnya pada BLUD
untuk penempatan idle cash pada Bank Umum yang terkait
dengan pengelolaan kas BLUD. Termasuk kas di bendahara
penerimaan di BLUD uang muka titipan pasicn dan pihak ketiga.

3) Setara Kas
Rekcning Dana Kelolaan dipergunakan untuk menampung kas
yang masih merupakan hak pihak ketiga yang dimaksudkan untuk
mendukung pemberian layanan oleh BLUD, namun layanan
dimaksud belum diberikan.

d) Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan

menjadi bagian dari Kas Daerah.

C. PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat:
1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah

daerah.

. PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam
nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya
disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca.

. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan,
diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalK). Antara lain
mengungkap penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang

dimiliki pemerintah daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO




LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN
2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pclayanan kepada masyarakat.

B. JENIS-JENIS

Barang persediaan dapat terdiri dari :

1

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan opcrasional pemerintah yang terdiri dari barang pakal habis
seperti alat tulis kantor,suku cadang; barang tak habis pakai seperti
komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen

bekas;

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses
produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi scperti
bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi

bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat;

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan
yang akan diserahkan kcpada masyarakat, alat-alat pertanian setengah
jadi/barang hasil proses produksi vang belum selesai yang akan

diserahkan kepada masyarakat;

Barang yang disimpan untuk dijual atau discrahkan kepada masyarakat

dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:

a) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;dan

b) tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk

diserahkan kcpada masyarakat.




c) barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis scperti
minyak dan beras.
Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,

tetapi diungkapkan dalam CaLK

C. PENGAKUAN
Persediaan diakui pada saat :

a. potensi manfaat ckonomi masa depan diperoleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya
terschut didukung oleh bukti/dokumecn yang dapat diverifikasi dan di
dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan schingga biaya
tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan
bersifat netral.

b. diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan
perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah

Terima (BAST).

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang
lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang
lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan

pengendalian pencatatan.

Pada akhir periode peclaporan jumlah persediaan diketahui dengan
mclakukan inventarisasi fisik (stock opname). Stock opname dilakukan atas
barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat

penyimpanan maupun persediaan yvang berada di unit pengguna

D. PENGUKURAN
1.Persediaan diukur melalui :

a. biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan
persediaan tersebut sampai di gudang. biaya perolehan pcrscdiaan
meliputi:

1} harga pembelian;

2) biaya pengangkutan;

3) biaya penanganan; dan

4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada

perolehan persediaan.



Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
1) potongan harga; dan
2) rabal, dan lainnya yang serupa.

b. Harga pokok produksi apabila dipcroleh dengan memproduksi
scndiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak
langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti
proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman,
donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan
pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar
adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.

2.Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat,
biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang
dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

3.Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :

a. Harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan
vang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

akhir tahun.

b. Dalam hal persediaan dicatal secara periodik. Maka pengukuran
pemakaian perscdiaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik,
yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan

|
perscdiaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit
sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAFPAN
Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka
penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan stock opname
(inventarisasi fisik) persediaan yang dilakukan secara periodik. Untuk
selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan

penyesuaian data nilai persediaan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan
yvang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau

perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang



disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta

persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN
2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAERAH

A. DEFINISI
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum,

B. JENIS-JENIS
Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas opcrasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah
sebagai berikut :
1. Tanah
Tanah vang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin
Mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai
satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
pakai.

Gedung adalah suatu bangunan yang mempunyai dimensi ruang
sedangkan bangunan tidak memiliki dimensi ruang. Gedung dan
Bangunan dibedakan menjadi :

a. Gedung dan Bangunan Permanen merupakan bangunan dengan

konstruksi beton;
b. Gedung dan Bangunan Semi Permanen merupakan bangunan

dengan fondasi, dinding dan tiang yang kuat tetapi mudah

dihancurkan mesin besar.




c. Gedung dan Bangunan Darurat merupakan bangunan yang ditinjau
dari segi konstruksi dan umur dinyatakan kurang dari S (lima)
tahun.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai. Jalan, irigasi instalasi dan jaringan tcrscbut, sclain digunakan
dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
jalan, irigasi instalasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh
masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai
aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.
Instalasi adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar
digunakan untuk tujuan tertentu, sedangkan Jaringan adalah rangkaian
alat yang mempunyai nilai konstruksi besar untuk mendistribusikan
suatu proses.
Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur biasanya
mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternalil lain penggunaannya;
c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
d. Terdapal batasan-batasan untuk pclepasannya.
Aset infrastruktur meliputi antara lain jalan, jembatan, terowongan,
sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah,
bendungan dan sistem penerangan.
Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir
atau asct lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke

gedung dan bangunan.

5. Aset Tetap Lainnya
mencakup Aset Tetap vang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan opcrasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset
yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain kolcksi
perpustakaan (buku dan non  buku), barang  bercorak
kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus buku yang
dipinjamkan ke siswa di sekolah, hewan, biota perairan dan tanaman
disajikan secara ekstrakomtable. Selain itu, termasuk Aset Tetap

lainnya adalah Aset Tetap Renovasi yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap



yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat

kapitalisasi asct.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Konstruksi dalam pcngerjaan adalah asct-aset tetap yang scdang dalam
proscs pembangunan hasil dari kontrak konstruksi yaitu perikatan
yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu
kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling
tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan
atau penggunaan utama.

C. PENGAKUAN

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh

dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan

sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria

untuk dapat diakui scbagai Asct Tetap :

1.berwujud;

2.mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3.biaya perolchan asct dapat diukur secara andal;

4.tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

5.diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap vang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset
Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah
Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :

1. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan
aset tersebutl dalam kondisi siap digunakan,;

2. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap
vang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi,
peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau
penurunan biaya pengoperasian;

3. pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap
dikarenakan adanya penghapusan sebagian Aset Tetap; dan

4. pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif

atau penghentian permanen suatu asct tetap.
Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :

1.Kepemilikan atas asct tctap ditunjukkan dengan adanya bukli bahwa

telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dalam hal ini misalnya



ditandai dengan sertifikat tanah, berita acara serah terima pekerjaan
dan bukti kepemilikan lain vang sah dan sesuai perundang-undangan.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti
kepemilikan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa pcnguasaannya tclah berpindah dan diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya telah terjadi
pembayaran dan/atau pcnguasaan atas asct tctap sudah beralih dari

pemilik sebelumnya kepada entitas.

2.Pengadaan aset tetap pemerintah yang sejak semula dimaksudkan
untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap,
melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap
tersebul didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara

memadai dalam CalLK

3.Tanah yang tercatat di neraca pemerintah daerah, namun masih dalam
sengketa berupa belum adanya bukti kepemilikan sah dan kepemilikan
ganda yang dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain atau entitas
pemcrintah lain maka tanah terscbut diungkapkan sccara memadai

dalam CaLK

D. PENGUKURAN
Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya
perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentilikasi,

maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk digunakan.

Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari
donasi/hibah yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak
dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proscs penilaian kembali

(revaluasi).



Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga

gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan asct adalah

nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan Biaya perolehan

aset vang terdiri dari :

1. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah
dikurangi dengan diskon dan rabat; dan

2. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan
dengan aset dan membawa asel tersebut ke kondisi yang membuat aset

terscbut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Dcmikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait
dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi bhiaya
konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat
lunak (software), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun
demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan
dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut. biaya yang
sccara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan asct antara
lain:

1. biaya persiapan tempat;

2. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar

muat (handling cost);

3. biaya pcmasangan (installation cost);

4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

S. biaya konstruksi; dan

6. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi

dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses

pembuatan/karoseri mobil.

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu
kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah
setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
Perbedaan/sclisih antara harga kas dengan total pembayaran yang
dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit
kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan
komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa





















































































































